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ABSTRACT 

Education is regarded as the crucial strategy in human power because the mayor attention of educational 
institute is how to enable the learners as the output to do something based on their own capability. 
Unfortunately, the education has not had the ability to face this challengeing work. School education, based 
on its characteristics, is not appropriate for all people from various age. So, it is difficult for a school education 
to fulfill the expectation of preparing human power maximally, especially to improve countryside people. 
Developing non-formal educational system may be an right choice for it. The problem is that there are still 
many non-formal learning activities use the school approach which in turns, will not improve the people. The 
non-fomal learning activities that can improve people who involve in it, are those which can be applied in all 
program dimensions, that is having mini and homogenous groups, switching responsibilities, having leadership 
of learners, "outsiders" as facilitators, and democratization. 
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PENDAHULUAN  

Pembangunan meminta keterlibatan individu, keluarga dan kelompok kecil, bukan hanya 

terlibat di tingkat masyarakat, (Wang et al., 2018). Tujuan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia. Kesejahteraan tersebut harus dicapai dengan membangun harkat manusia dan 

sesuai dengan martabat kemanusiaan, karena pada hakekatnya manusia berkeinginan untuk 

membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan kemampuan dan dengan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penduduk merasa menguntungkan untuk memanfaatkan 

eksternalitas fiskal yang diciptakan oleh kepemilikan kolektif aset masyarakat untuk meningkatkan 

tingkat pembangunan secara keseluruhan, (Barseghyan & Coate, 2021). Masyarakat tidak terikat 

secara ekonomi dengan industri, penduduk tetap terlibat dalam proses perencanaan, dan ada harapan 

bahwa kegiatan yang diusulkan dapat menguntungkan seluruh wilayah secara ekonomi, (Bergstrom, 

2019). Pembangunan partisipatif, konsensus telah dicapai bahwa pembangunan partisipatif secara 

keseluruhan merupakan metode penting untuk menjamin hak asasi manusia, keadilan dan kekuatan 

pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, (Wang et al., 2018). Kalaupun semua kebiasaan 

tersebut selama ini telah melahirkan partisipasi, akan tetapi partisipasi yang diunjuk oleh masyarakat 

bukanlah partisipasi yang sesungguhnya melainkan partisipasi semu. Dikatakan partisipasi semu 

karena apa yang mereka berikan bagi pembangunan selama ini lebih banyak unsur keterpaksaannya 

ketimbang unsur sukarelanya. Kebiasan-kebiasaan tersebut tidak merangsang tumbuhnya motivasi 

dari dalam, tetapi menimbulkan ketergantungan. Sehingga rakyat beranggapan bahwa pembangunan 

merupakan tanggung jawab pemerintah, mereka cenderung menunggu datangnya proyek 

pembangunan. Dengan kondisi demikian, jelas sulit untuk mengharapkan tumbuhnya partisipasi, yang 

merupakan kunci suksesnya pembangunan. 

Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat setempat 

sebagai basis sumber daya penting yang dapat meningkatkan penghidupan mereka dan 
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mengembangkan masyarakat, Peran dan hak masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan yang 

penting, dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif terhadap pencapaian tujuan konservasi, 

(Abukari & Mwalyosi, 2020). Lingkungan untuk memulai dengan mengubah persepsi kurangnya rasa 

komunitas di lingkungan dan membantu menumbuhkan rasa pemberdayaan. Memberi orang 

kesempatan belajar pengalaman semacam ini membangkitkan proses pengembangan kesadaran kritis 

yang dapat mengubah kenyataan. Proses partisipatif memungkinkan kesempatan untuk menghasilkan 

pengetahuan bersama di masa depan dapat meningkatkan pembelajaran dan komitmen masyarakat, 

(Ataov et al., 2022). 

Mencermati pendapat di atas tersebut, jelaslah bahwa pemberdayaan merupakan lahannya 

pendidikan, bahkan tidak berlebihan kalau Abukari & Mwalyosi memandang pendidikan sebagai 

upaya penting dalam rangka pemberdayaan. Sayangnya dunia pendidikan sekarang belum mampu 

menjawab tantangan tersebut. Pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan hanya mampu 

bertugas melembagakan nilai-nilai kehidupan yang diragukan kegunaannya, yang hanya akan 

menyuburkan polarisasi sosial dan ketergantungan mental (Maunah, 2016). 

Sekaitan dengan masalah tersebut, (Rahman, 2014) mengemukakan perlunya pembaharuan 

paradigma pendidikan, dari paradigma yang bertolak dari asumsi yang anti paedagogis sebagai akibat 

dari dominasi kekuasaan, kepada paradigma yang berfokus pada kepentingan: nasional dengan 

orientasi ke masa depan. Sedangkan menurut (Maunah, 2016) menyatakan bahwa pendidikan sebagai 

setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri. Mengingat sifatnya, sekolah memang tidak memungkinkan bagi semua orang dari 

berbagai usia. Kepadanya sulit diharapkankan untuk proses pemberdayaan secara maksimal, karena 

kegiatan belajarnya yang teacher centred, dan lebih mustahil lagi untuk mengharapkan sumbangan 

sekolah bagi pemberdayaan masyarakat desa. 

Mencermati permasalahan-permasalah tersebut, kiranya pengembangan sistem PLS 

merupakan pilihan yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berbagai alasan dapat 

dikemukakan, di antaranya: (1) biayanya relatif murah, karena dapat memanfaatkan segala sumber 

daya yang terdapat di pedesaan; (2) sasaran didiknya yang tidak dibatasi oleh usia; dan (3) sesuai 

dengan sifatnya, PLS memberikan otonomi yang lebih besar kepada warga belajar (Wahid, 1991b). 

Persoalannya berikutnya adalah masih banyaknya penyelenggaraan kegiatan belajar PLS yang selalu 

menggunakan pendekatan pendidikan sekolah, sehingga hanya merupakan kegiatan belajar sekolah di 

luar sekolah saja. Penyelenggaraan kegiatan belajar PLS yang demikian tidak akan mampu 

memberdayakan masyarakat desa, terutama memberdayakan warga belajarnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemandirian, Motif Berprestasi dan Proses Pemberdayaan 

Kemandirian 

Kemandirian merupakan keharusan dalam proses pembelajaran dewasa ini, sejauh pelajaran 

itu diarahkan kepada hari depan siswa, yang dengan nyata dapat dilihat dalam keluarga dan 

masyarakat, (Rijal & Bachtiar, 2015). Namun dalam tulisan ini dikemukakan satu rumusan yang 

mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Menurut (Risnandini & Abdullah, 2017), ada lima 

komponen kemandirian, yaitu: (1) bebas, dalam arti tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan 

bukan karena orang lain, bahkan tidak tergantung kepada orang lain; (2) progresif dan ulet, seperti 

tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan; (3) 

berinisiatif, yang berarti mampu berpikir dan bertindak secara rasional, kreatif dan penuh inisiatif, (4) 

pengendalian diri dari dalam, adanya kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mampu 

mengendalikan tindakan serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; dan (5) 

kemantapan diri, mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas 

usahanya sendiri. 
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Motif Berprestasi dan Kemandirian 

Teori motif berprestasi (need for achievement) sebagai dorongan yang berhubungan dengan 

prestasi yaitu menguasai, mengatur lingkungan sosial, atau fisik, mengatasi rintangan, dan 

memelihara kualitas kerja yang tinggi, bersaing melebihi prestasi yang lampau dan mempengaruhi 

orang lain, (Ahmad et al., 2011). Melalui kemandirian yang dimilikinya, diharapkan siswa akan 

mengalami dan memperoleh pelajaran atas kegiatan belajarnya sendiri sebagai bekal kehidupanya 

baik sekarang maupun yang akan datang, (Yusuf, 2018). Dalam penelitian jangka panjang yang 

dilakukannya dia memperoleh kesimpulan bahwa motif berprestasi merupakan suatu hasrat untuk 

melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk memperoleh penghargaan atau 

prestise, melainkan untuk memperoleh kepuasan di dalam dirinya sendiri. Berdasarkan motif tersebut, 

orang cenderung bekerja lebih keras, belajar lebih cepat, dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik- 

baiknya jika pekerjaan yang diberikan kepadanya menantang prestasi.  

Selanjutnya (Sidabutar et al., 2017) mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki motif 

berprestasi sebagai berikut. Pertama, berani mengambil resiko dari setiap pekerjaan yang 

dipercayakan kepadanya. Keberanian tersebut bukan karena rasa hormatnya kepada orang yang 

mempercayakan pekerjaan kepadanya dan bukan pula berdasarkan spekulasi terhadap pekerjaan yang 

dipilihnya. Keberaniannya mengambil resiko tersebut atas dasar pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya. 

Kedua, bekerja penuh semangat dan kreatif. Orang yang memiliki motif berprestasi 

kelihatannya hanya akan bekerja lebih keras jika pekerjaan tersebut mendatangkan prestasi pribadi 

atau jika kemungkinan keberhasilan pekerjaan lebih banyak tergantung kepada prestasi dan 

kemampuan pribadinya. Mereka juga akan bekerja keras terhadap tugas-tugas yang menuntut 

keahlian, kebaruan, atau pemecahan masalah. 

Ketiga, memiliki tanggung jawab pribadi. Mereka merasa mampu untuk menilai keberhasilan 

kerjanya sendiri. Meskipun orang yang memiliki motif berprestasi mencari kepuasan dalam 

keberhasilan kerjanya, merekapun bersedia menjadi tumpuan kesalahan jika pekerjaan yang 

dipercayakan kepadanya mengalami kegagalan. Mereka selalu percaya akan kemampuan dirinya 

untuk berkarya dengan lebih baik dan lebih keras untuk bersaing dengan orang lain. Seterusnya, 

mereka tidak begitu tertarik pada pujian orang terhadapnya, karena mereka merasa mampu untuk 

menilai keberhasilan kerjanya sendiri. 

Keempat, mempunyai pengetahuan berkenaan dengan keberhasilan keputusan dan tindakan 

yang telah dipilihnya. Hal inilah yang menyebabkan dia lebih mengutamakan penilaiannya sendiri 

terhadap pekerjaannya. Selanjutnya karena mampu menilai pekerjaannya sendiri maka dia lebih 

mengutamakan mutu keberhasilan pekerjaannya. 

Kelima, lebih menyenangi pekerjaan kewirausahaan. Pekerjaan yang menarik bagi mereka 

adalah pekerjaan yang mengandung resiko akan tetapi tentunya resiko yang dapat diperhitungkan 

dengan matang. 

Di samping mengemukakan ciri-ciri dari motif berprestasi, penemuan terpenting dari Mc. 

Cleland adalah, bahwa motif berprestasi bukanlah merupakan bawaan. Latihan-latihan kemandirian 

dapat meningkatkan motif berprestasi. Berda-sarkan temuan Mc. Cleland tersebut dapat disimpulkan 

bahwa motif berprestasi, kemandirian atau keberdayaan dapat dan mungkin ditumbuh kembangkan. 

Proses Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses menghasilkan agensi kepada masyarakat sehingga 

mereka dapat menggunakan teknologi, data, dan retorika informasi untuk membuat dan 

menyebarluaskan bukti untuk mengadvokasi perubahan sosial dan kebijakan, (Hsu et al., 2022). 

Secara terminologi, proses pemberdayaan berasal dari dua kata, yakni proses dan pemberdayaan. 

Proses pemberdayaan dan partisipatif. Terakhir, keterlibatan anggota masyarakat yang kurang 

beruntung merupakan tantangan utama. Pemberdayaan masyarakat harus disikapi sebagai sebuah 

konsep yang berbeda tetapi terkait erat dengan partisipasi masyarakat, (Luisi & Hämel, 2021).  
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Berdasakan pengertian kedua kata tersebut, proses pemberdayaan dapat dikatakan sebagai 

suatu upaya untuk merubah seseorang atau kelompok secara perlahan dari tidak mampu menjadi 

mampu untuk bertindak atau melakukan sesuatu atas kekuatannya sendiri, yakni tidak tergantung 

kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, atau dalam mencapai tujuannya. 

Partisipasi yang berkelanjutan, yang membutuhkan tingkat altruisme yang tinggi, kesadaran yang 

tinggi terhadap isu-isu lokal, dan kemampuan diri yang memadai di antara masyarakat local, (Hsu et 

al., 2022) 

Sebagai suatu usaha untuk memproses, pemberdayaan membutuhkan wadah untuk 

menumbuhkembangkannya. Wadah yang dapat digunakan untuk itu sangat banyak, yakni di mana 

saja manusia melakukan aktivitasnya, serta berhubungan dengan orang lain di dalam sistem sosial. 

Dengan kata lain, proses pemberdayaan dapat dilaksanakan di semua tempat di mana manusia 

melakukan aktivitasnya, seperti keluarga, kelompok kerja, lembaga pendidikan, klub-klub, dan 

sebagainya. 

Setiap orang dalam kehidupannya selalu keluar masuk dari suatu sub sistem sosial kepada sub 

sistem sosial lainnya. Sayangnya tidak semua sub sistem sosial memberikan kesempatan kepada 

semua orang untuk mengem- bangkan keberdayaannya. Selanjutnya, keberdayaan tidak dapat tumbuh 

secara otomatis pada seseorang atau masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha, campur 

tangan, baik dengan menciptakan wadah yang memungkinkan ataupun dengan memperlakukan wadah 

yang tersedia sedemikian rupa. Usaha demikianlah yang dimaksud dengan proses pemberdayaan. 

Pemberdayaan masyarakat diperlakukan sebagai perluasan partisipasi masyarakat di dalam 

hormat, pemberdayaan masyarakat lebih berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi perubahan sosial 

dan pergeseran kekuasaan dan kontrol atas keputusan. Pemberdayaan masyarakat dan strategi untuk 

mempromosikan partisipasi kelompok rentan harus dibahas dalam kebijakan mendatang, (Luisi & 

Hämel, 2021). Komitmen yang kuat untuk pemberdayaan, dan memiliki strategi menyeluruh untuk 

memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, (Ataov et al., 2022). Pemberdayaan 

masyarakat adalah kelompok orang yang mengerti dalam mengawasi sosial ekonomi dan tekanan-

tekanan politik agar supaya mampu berkembang dan mengembangkan masyarakat, (Syamsi, 2010). 

Pemberdayaan Melalui Pendidikan Luar Sekolah 

Sebelum mendiskusikan proses pemberdayan dalam PLS, perlu dikemu- kakan bahwa PLS 

yang dimaksudkan di sini adalah program PLS yang terprogram sedemikian rupa, seperti dalam 

kelompok-kelompok belajar. Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat adalah suatu 

cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk 

meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya dan menyiapkan diri untuk 

peranan dan tanggungjawab yang akan datang, dengan memaknai belajar untuk mengetahui, belajar 

berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi seseorang secara bersamaan dan 

berkesinambungan, (Syamsi, 2010). Oleh karena itu PLS yang dimaksudkan di sini adalah PLS yang 

diprogramkan sedemikian rupa. Selanjutnya, menurut (Noor, 2011), upaya untuk memberdayakan 

masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: Pertama, enabling yaitu menciptakan 

suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, empowering yaitu 

memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut 

penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat 

semakin berdaya. Ketiga, protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. 

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan 

dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan 

pembelajaran social. Jadi, Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan 

masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. 

Pembentukan Kelompok Kecil dan Homogen 

Kegiatan belajar yang memungkinkan bagi pemberdayaan warga belajar adalah kegiatan 

belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan persamaan usia dan minat. 
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Warga belajar harus memiliki rencana yang didasarkan pada kesadaran tinggi terhadap lingkungan 

dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya, (Prita Kartika, 2015). Mereka memiliki 

kemampuan untuk belajar dalam memecahkan masalah dan berinovasi dalam mendukung kemajuan 

kehidupan sosial maupun ekologis yang ada disekitarnya 

Mengenai jumlah anggota dalam kelompok belajar PLS, Kindervatter (1979) mengusulkan 

jumlah anggota kelompok dalam PLS antara 5-10 orang. Di samping jumlah anggota kelompok yang 

relatif kecil, perlu pula diper- timbangkan homogenitas kelompok, setidaknya dalam hal minat. 

Seperti telah dikemukakan, yang menjadi pertimbangan kenapa jumlah anggota kelompok perlu 

relatif kecil dan homogen, adalah untuk penciptaan kondisi yang kondusif agar kelompok dapat 

berkembang. Dengan kecil dan homogennya keanggotaan kelompok, maka relatif mudah untuk 

meningkatkan aktivitas, kerjasama, dan otonomi kelompok itu sendiri. 

Jumlah anggota kelompok yang terbatas memungkinkan setiap anggota kelompok untuk 

terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok secara aktif. Diskusi kiranya mempunyai arti yang penting 

dalam proses pemberdayaan, karena melalui diskusi warga belajar memperoleh kesempatan untuk 

berlatih mengemukakan pendapatnya. Jika jumlah anggota kelompok terlalu besar, diskusi di dalam 

kelompok akan didominasi oleh anggota yang memang sudah mempunyai bawaan aktif. 

Perlunya keanggotaan kelompok yang homogen, terutama dalam hal minat, berkaitan dengan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar. Jika keanggotaan kelompok tidak homogen akan sulit 

menyatukan dan memenuhi kebutuhan dan minat belajar yang berbeda-beda di antara masing-masing 

anggota. Jika keadaan demikian terpaksa dilakukan berarti menghilangkan kesempatan untuk 

pemberdayaan bagi sebagian anggota, sebab mereka terpaksa untuk mengikuti kemauan angota yang 

lebih dominan meskipun tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Dalam kondisi 

demikian akan sulit untuk menciptakan kerjasama dalam kelompok. 

Pada akhirnya diharapkan terbentuknya suatu kelompok yang mampu mengurus dirinya 

sendiri dalam suatu bentuk kerjasama berdasarkan minat yang sama, yang pada gilirannya akan 

melahirkan suatu kelompok yang berotonomi. 

Pengalihan Tanggung Jawab 

Terdapatnya intervensi di dalam penyelenggaraan PLS tidak perlu dihindarkan, namun 

demikian intervensi dari orang luar haruslah bersifat sementara. Pada tahap awal orang luar dapat dan 

boleh saja berperan lebih aktif demi terselenggaranya pendidikan, akan tetapi demi pemberdayaan, 

dominasi orang luar secara bertahap harus dialihkan kepada kelompok itu sendiri. Pendidikan sebagai 

upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat 

seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, antara hak dan kewajiban, menjadi warga 

negara yang bersikap dan berbuat demokratis terhadap sesama manusia menuju masyarakat yang 

memahami akan hak kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam semua aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara, (Fitriana & Safitri Elshap, 2015). 

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka orang luar yang bertugas untuk mengelola suatu 

kelompok belajar secara perlahan-lahan harus mampu menurunkan statusnya. Penurunan status dalam 

rangka pengalihan tanggung. jawab kepada warga belajar tersebut bisa dengan cara melibatkan 

mereka secara aktif sejak awal perencanaan dan penyusunan program kegiatan belajar. 

Kepemimpinan Warga Belajar 

Dalam sistem persekolahan biasanya pendidikan diberikan oleh seorang pendidik (guru) 

kepada si terdidik (murid). Dalam sistem PLS kebiasaan- kebiasaan tersebut sering terbawakan. 

Pemberdayaan sosial akan membawa dampak pada meningkatnya akses informasi, pelayanan sosial, 

jaringan, dan relasi sosial, serta menghilangkan marginalisasi, (Lukman, 2021). Akibatnya kegiatan 

belajar terpusat kepada fasilitator, bukan kepada warga belajar itu sendiri. Selanjutnya dia melaporkan 

bahwa kelompok-kelompok belajar demikian tidak berumur panjang. Memperhatikan hal yang 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksanan PLS dapat menjamin terlaksananya 

proses pemberdayaan. 
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PLS yang dapat memberdayakan warga belajarnya bukan sekadar pendidikan yang 

dilaksanakan di luar sekolah, melainkan sesuai dengan ciri khasnya, maka PLS yang dapat 

memberdayakan warga belajarnya adalah PLS yang setiap kegiatan belajarnya berpusat pada warga 

belajar. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar yang berpusat kepada warga belajar, warga 

belajar tidak saja harus dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan belajar, tetapi mereka harus 

diberi kekuasaan yang besar dan luas untuk mengambil keputusan dalam segala aspek organisasi 

kelompok. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau 

yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, (Dacholfany, 2018). 

Untuk mengalihkan tanggung jawab kepada kelompok memang bukan merupakan suatu 

pekerjaan mudah. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, pengalihan tanggung jawab harus 

dilakukan secara bertahap dengan melatih warga belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala 

hasil kegiatan belajarnya. Latihan tersebut pada tahap awal dapat diberikan dalam bentuk usaha 

menilai hasil belajar sendiri, berikutnya dengan membentuk tim-tim kerja yang terdiri dari 3 atau 4 

orang dan menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pimpinan tim. Apabila sudah tiba saatnya, 

pemimpin kelompok diserahkan kepada salah seorang dari anggota kelompok, untuk selanjutnya 

orang luar hanya berperan sebagai fasilitator. 

Orang Luar sebagai Fasilitator 

Orang tua sebagai fasilitator saat pembelajaran online bervariasi yakni orang tua sebagai 

pembimbing anak, orang tua sebagai jembatan antara anak dan guru, dan orang tua sebagai penyedia 

fasilitas pembelajaran, (Anggraeni et al., 2021). Dalam rangka membantu proses belajar tersebut ada 

beberapa peran yang dapat dimainkan oleh fasilitator:1) Membantu terciptanya suasana yang 

mendukung kelancaran proses belajar; 2) Membimbing proses belajar. Hal ini menyangkut bagaimana 

menentukan teknik-teknik belajar yang akan digunakan, mendiagnosis kebutuhan belajar. 

Merumuskan tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, dan menyusun rancangan kegiatan 

belajar: 3) Menjadi sumber belajar atau penghubung antara warga belajar dengan sumber belajar yang 

mereka perlukan; 4) Sebagai penilai keberhasilan belajar. Penilaian hasil belajar oleh fasilitator lebih 

banyak ditujukan untuk memotivasi, sebab warga belajar diharapkan mampu untuk menilai dirinya 

sendiri agar mereka dapat belajar dari pengalamannya sendiri; 5) Berdasarkan kemampuan warga 

belajar untuk menilai dirinya sendiri, jika warga belajar menghadapi kesulitan-kesulitan belajar yang 

tidak dapat mereka pecahkan sendiri, fasilitator dapat memberikan bantuannya. 

Perlu dikemukakan bahwa orang luar sebagai fasilitator haruslah dipilih dari orang-orang 

yang mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh peserta didik atau warga belajar. 

Demokratisasi 

Proses demokratisasi pada dasarnya berhubungan dengan penciptaan kondisi yang telah 

dikemukakan terdahulu, yakni berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban dalam kelompok. 

Jika terdapat perbedaan pendapat, kebutuhan ataupun minat dalam kegiatan belajar, untuk 

menetapkannya diputuskan melalui konsensus atau diskusi. Singkatnya, setiap pengambilan 

keputusan dalam setiap kegiatan kelompok belajar dilakukan melalui proses demokrasi dengan cara 

musyawarah. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat 

atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan, (Noor, 2011). 

 

KESIMPULAN 

1) Pemberdayaan adalah garapan pendidikan, di mana pengembangan sistem PLS merupakan 

pilihan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat desa.; 2) Proses pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui penciptaan wadah yang memungkinkan atau memperlakukan wadah yang tersedia sedemikian 

rupa; 3) Jumlah anggota kelompok belajar yang kecil dan homogen akan dapat meningkatkan 

aktivitas, kerjasama, dan otonomi kelompok belajar itu sendiri. Pengalihan tanggung jawab dan 

kepemimpian warga belajar dapat dilakukan secara perlahan dan bertahap. Sebagai fasilitator, orang 

luar harus berperan sebagai orang yang membantu kelancaran proses belajar. Iklim demokratis akan 
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tercermin dari persamaan hak dan kewajiban setiap anggota di dalam dinamika penyelenggaraan 

kegiatan kelompok belajar. 
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